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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025 dapat 

diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kinerja atas pelaksanaan seluruh kegiatan Stasiun KIPM Gorontalo selama Tahun 

Anggaran 2025. 

Laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi, sekaligus menjadi 

bahan evaluasi dalam menilai efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan 

kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung 

perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan 

dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan 

kinerja ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga 

kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan 

penyempurnaan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku 

kepentingan serta menjadi sarana refleksi dalam menilai pencapaian kinerja Stasiun 

KIPM Gorontalo selama Tahun 2025. 

 

 

 Kepala Stasiun KIPM Gorontalo 
 
 
 

 Abdul Kadir, S.Pi., M.Si. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

Hasil Perikanan (KIPM) Gorontalo Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengendalian serta pengawasan mutu dan 

keamanan hasil kelautan dan perikanan. Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi 

atas efektivitas pencapaian sasaran strategis organisasi yang selaras dengan kebijakan 

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 

serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Stasiun KIPM Gorontalo menunjukkan 

kinerja yang sangat baik, tercermin dari capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 

(NPSS) sebesar 113,08 pada Triwulan IV, yang berada pada kategori memenuhi 

ekspektasi. Seluruh indikator kinerja utama pada sasaran pengendalian dan 

pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan berhasil melampaui target, antara lain 

persentase pemenuhan standar mutu sektor produksi primer dan pasca panen yang 

masing-masing mencapai 100% dari target 70%, serta rasio penerimaan ekspor hasil 

perikanan sebesar 100%, melampaui target 99%. Penerapan sistem manajemen mutu 

laboratorium penguji dan lembaga inspeksi juga menunjukkan peningkatan signifikan 

dengan capaian di atas target yang ditetapkan. 

Pada aspek tata kelola pemerintahan, Stasiun KIPM Gorontalo berhasil 

mewujudkan pengelolaan organisasi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Hal ini 

ditunjukkan melalui capaian kinerja perencanaan anggaran sebesar 120%, 

penyelesaian 100% temuan BPK, peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, nilai SAKIP 

yang melampaui target, serta Indeks Kepuasan Masyarakat yang berada pada kategori 

sangat baik. Capaian tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam 

mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan 

sistem pengendalian internal. 

Secara keseluruhan, kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025 tidak hanya 

memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan tren peningkatan yang 

konsisten dan berkelanjutan. Capaian ini menjadi landasan yang kuat untuk 

meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan 

perikanan pada periode selanjutnya, sekaligus mendukung daya saing produk 

perikanan nasional di pasar domestik maupun global.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja, penerapan asas penyelenggaraan 

good governance menjadi landasan utama dalam memastikan seluruh proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara 

transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Asas kepastian hukum, 

keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, serta efisiensi dan efektivitas menjadi 

pedoman dalam pengelolaan kinerja organisasi agar setiap capaian program dan 

kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Laporan Kinerja yang disusun 

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola 

pemerintahan yang baik dan berintegritas. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2025 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 

Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 

merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. BPPMHKP memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian dan 

pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, BPPMHKP wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Laporan kinerja disusun sebagai instrumen untuk menilai tingkat efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai capaian kinerja yang telah dihasilkan. Selain berfungsi sebagai 

alat pengendalian dan pendorong peningkatan kinerja organisasi, laporan ini juga 

menjadi sarana untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam 

rangka perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 
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(LKj) tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, tetapi juga 

merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 

Gorontalo berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan kemanana hasil kelautan dan 

perikanan, penerapan system manajemen mutu dan pengawasan keamananhayati 

ikan  pada Badan adan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.  

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Stasiun KIPM Gorotalo melaksanakan 

fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan 

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;  

b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan 

perikanan;  

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan 

mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;  

d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  

Dalam pelaksanaan tugas dan fugsinya, Kepala Stasiun KIPM Gorontalo 

membawahi 1 orang pejabat Struktural, 4 orang pejabat fungsional, 4 orang pegawai 

administrasi, dan 6 orang pegawai PPPK dan 4 Orang pegawai PPPK Paruh Waktu.  

Struktur organisi melibatkan 1 (satu) Kepala Urusan Umum dan pejabat 

fungsional yang bertindak sebagai Ketua Tim Kerja . Adapun pejabat yang terlibat 

dalam Ketua Tim Kerja tersebut mencakup: 
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1. Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan(Inspektur Mutu Ahli Muda); 

2. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

(Inspektur Mutu Ahli Pertama) 

3. Ketua Tim Kerja Penerapan Standard an Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan (Inspektur Mutu  Ahli Muda) 

4. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial ( Kaur Umum) 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Gorontalo 

 

1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 

tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP KKP  

merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibawahnya 
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UPT Stasiun KIPM Gorontalo yang bertugas untuk melakukan pengendalian dan 

pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dan kelautan, dimana dalam 

pelaksanaan peningkatan kualitas, keamanan dan ketersediaan hasil perikanan 

memiliki  isu strategis antara lain : 

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan 

ekonomi nasional; 

2. Meningkatkan pertumbuhan industry perikanan yang berdaya saing dan bernilai 

tambah; 

3. Memberikan layanan sertifikasi yang memnuhi persyaratan ekspor; 

4. Memberikan jaminan Kesehatan, kualitas, dan kemanan hasil perikanan. 

Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan 

strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan 

konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar mutu dan 

keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan 

dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu: 

1. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;. 

2. Koordinasi terkait akselerasi sertifikasi CPIB kapal dengan pelabuhan perikanan; 

3. Dukungan program prioritas KKP, seperti surveilen untuk menilai konsistensi UPI 

dalam pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 

Selanjunya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran 

strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan 

arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi 

BPPMHKP.  

1.4 Sistematika dan Penyajian 

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 merujuk pada Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2023, sebagai berikut: 

a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi 

organisasi. 
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b. Bab II- Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan. 

c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi yang 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian 

Kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi. 

d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025, penghargaaan yang telah diraih  

atau dokumen lainnya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1 Visi dan Misi 

Stasiun KIPM Gorontalo, sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawasan dan 

Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), mengemban visi yang 

sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2020-2025. 

Visi ini didesain untuk mendukung visi Presiden.“Terwujudnya Pengelolaan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 

untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” 

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP  

dan Unit Pelaksana Teknisnya (UPT) menjalankan 4 (Empat) dari 7 (Tujuh) Misi KKP, 

yaitu: 

1. Misi ke-2 yakni  Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan 

mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi 

kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 

2. Misi ke-3 yakni  Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong 

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan 

infrastruktur ; 

3. Misi ke-5 yakni Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai 

tambah di dalam negeri ; 

4. Misi ke-6 yakni Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi 

dan pemberantasan kemiskinan. 

 

2.2 Tujuan 

Penerapan tujuan pembangunan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu 

Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah manifestasi dari visi dan misi untuk 

mendukung prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan 

Dalam Rencana Strategis Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan 2020-2025, terdapat empat tujuan yang telah ditetapkan yang 

sejalan dengan upaya pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Kelautan dan 
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Perikanan. Stasiun KIPM Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai keempat 

tujuan tersebut sesuai dengan mandatnya, yang sejalan dengan visi dan misi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

1. Menjamin Kepatuhan Standar Mutu 

● Menyediakan sertifikasi mutu bagi unit usaha perikanan sejak tahap produksi 

awal hingga pascapanen. 

● Memastikan produk perikanan yang dipasarkan memenuhi standar nasional dan 

internasional. 

2. Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Produk Perikanan 

● Melaksanakan pengawasan berkelanjutan terhadap unit usaha perikanan melalui 

sistem surveillance. 

● Memastikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

secara konsisten. 

3. Meningkatkan Kapasitas Laboratorium Pengujian 

● Memperluas ruang lingkup pengujian mutu dan penyediaan bahan uji yang 

sesuai dengan standar global. 

● Menjamin laboratorium pengujian memiliki akreditasi dan mengikuti sistem 

manajemen mutu yang ketat. 

4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Pengawasan 

● Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk efektivitas 

pengendalian mutu hasil perikanan. 

● Mengembangkan sistem traceability untuk meningkatkan ketelusuran produk 

perikanan. 

5. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat 

● Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai 

pentingnya pangan bermutu dan aman konsumsi. 

● Mendorong penerapan praktik pengolahan yang higienis dan berbasis standar 

keamanan pangan. 
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2.3 Sasaran  

Sasaran pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan 

perikanan merupakan rumusan target kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dan 

realistis sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP dalam mencapai 

tujuan organisasi. Sasaran tersebut disusun untuk memastikan setiap program dan 

kegiatan yang dilaksanakan berjalan selaras dengan arah kebijakan serta mampu 

memberikan hasil yang optimal.  

Adapun sasaran BPPMHKP dijabarkan dalam (4) sasaran program utama sebagai 

berikut: 

1. Program Manajemen Mutu dengan sasaran spesifik 1. Menerapkan standar dan 

manajemen mutu laboratorium; 2. Meningkatkan sistem jaminan mutu dan 

keamanan hasil perikanan; 3. Mengembangkan parameter standar uji untuk 

laboratorium acuan; 4. Mengoptimalkan quality assurance sesuai standar dan 

regulasi  

2. Program Pengawasan danm Pengendalian Mutu Produksi Primer dengan sasaran 

spesifik : 1. Meningkatkan sertifikasi mutu untuk unit usaha produksi primer; 2. 

Validasi lembaga KP da;am penerapan stnadar mutu; 3. Merumuskan kebijakan 

teknis dalam pengendalian mutu hasil perikanan sektor produksi primer 

3. Program Pengawasan dan Pengendalian mutu pascapanen dengan sasaran 

stragegis 1. Meningkatkan ketersediaan saranan dan prasarana pengujian mutu; 2. 

Mendorong unit pengolahahn ikan untuk menerapkan sistem tracebility; 3. 

Memastikan pengawasan mutu produk perikanan di seluruh wilayah indonesia 

4. Program dukungan manajemen dengan sasaran spesifik 1. Layanan duikungan 

manajerial yang baik di lingkup BPPMHKP; 2. Layanan kerjasama sub bidang 

manajemen mutu, pengawasan dan pengendalian; 3. Layanan sarana bidang 

teknologi informasi dan komunikasi; 4. Layanan dukungan manajemen internal; 5. 

Layanan saranan dan prasaranan internal; 6. Layanan manajemen SDM internal; 7. 

Layanan manajemen kinerja internal. 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2025 Stasiun Karantina 

Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perkanan telah tersusun yang berisi 

tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 
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1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan. 

Indikator kinerjanya adalah  

-  Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi 

standar mutu  dan keamanan pangan lingkup SKIPM Gorontalo 

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang 

memenuhi standar mutu  dan keamanan pangan lingkup SKIPM Gorontalo 

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor 

lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

2. Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan kemanan hasil kelautan 

dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Indikator kinerjanya adalah : nilai 

pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan 

lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo. 

3. Terselenggarayanya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM 

Gorontalo . Indikator kinerjanya adalah : 

- Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo 

- Presentasi Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

- Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Gorontalo 

- Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

- Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

- Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan 

Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo 

- Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP 

lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

- Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan zona integritas lingkup Stasiun 

KIPM Gorontalo 

- Indeks kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Gorontalo. 

Berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan 

untuk periode 2020-2025, Stasiun KIPM Gorontalo, sebagai Unit Pelaksana Teknis 

BPPMHKP, menetapkan sasaran strategis yang dapat mencapai hasil yang diinginkan 

dari program-program yang sedang dilaksanakan. Sasaran tersebut diarahkan pada 
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pencapaian dalam periode yang lebih singkat, khususnya pada tahun 2025. Sasaran 

ini diformulasikan dalam bentuk kuantitatif, memungkinkan pengukuran, serta 

memiliki kriteria yang jelas. Sasaran ini dirancang dengan makna yang terkandung, 

didasari oleh logika rasional, menantang, bersifat spesifik, dan memiliki konsistensi 

yang saling mendukung satu sama lain. 

 

2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 

Sasaran merupakan hasil yang akan diperoleh secara nyata oleh instansi 

pemerintah dengan merinci secara lebih spesifik dan terukur, dalam jangka waktu yang 

lebih singkat dibandingkan dengan tujuan umum. Dalam penetapan sasaran, telah 

diidentifikasi indikator sasaran sebagai parameter untuk mengukur tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran yang direncanakan pada tahun tertentu. Tiap 

indikator sasaran dilengkapi dengan rencana tingkat pencapaian (target) masing-

masing. Upaya dilakukan agar sasaran dapat tercapai secara berkelanjutan sesuai 

dengan tujuan yang tercantum dalam rencana strategis. Oleh karena itu, setiap tujuan 

yang ditetapkan memiliki indikator yang dapat diukur. Indikator Kinerja Kegiatan 

digunakan sebagai alat ukur yang menunjukkan keberhasilan pencapaian hasil 

(output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara khusus 

untuk menilai pencapaian kinerja yang terkait dengan sasaran kegiatan (output). 

Dalam konteks Struktur Manajemen Kinerja di BKIPM, Indikator Kinerja Kegiatan 

merupakan target kinerja kegiatan yang memiliki keterkaitan akuntabilitas dengan unit 

organisasi setingkat Eselon II. 

Berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya pada level eselon II 

lingkup BKIPM, maka ditetapkan target kinerja yang akan dicapai Stasiun KIPM 

Gorontalo pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian 

kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ikhtisar Perjanjian 

Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kerja dan, Target SKIPM Gorontalo Tahun 2025 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 

SK.1 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Terselenggaranya pengendalian 
dan pengawasan mutu hasil  

kelautan perikanan  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor 
produksi primer yang memenuhi standar mutu dan 

keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM 

Gorontalo (%) 
 

70 

2 

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor 
produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu 

dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM 

Gorontalo (%) 
 

70 

3 

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima 

oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM 

Gorontalo (%) 
 

99 

SK.2 Terselenggaranya pengendalian 

sistem jaminan mutu dan 

keamanan hasil kelautan dan 

perikanan yang konsisten sesuai 

standar 

  

 

 

4 

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu 

laboratoium lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%) 

 

 

75 

 

 

5 

Nilai kualitas penerapan sisitem manajemen mutu 

lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo 

(Nilai) 

 

75 

 

SK.3 

 
Tata Kelola Pemerintahan yang 

efektif, lincah dan akuntabel 

dalam bidang pengendalian dan 

pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan 

6 
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai) 
92 

7 

Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Lingkup UPT 

Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai) 
 

71,5 

8 
Presentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup UPT 
Stasiun KIPM Gorontalo (%) 

100 

9 
 
Indeks Profesionalitas ASN lingkup U P T Stasiun 

KIPM Gorontalo (Indeks) 

82 

10 
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM 
Gorontalo (Nilai) 

 

85 

 

 

  

11 
Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT 

Stasiun KIPM Gorontalo (%) 

85 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 

  

12 
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang 
diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM 

Gorontalo (%) 

76 

  
13 

Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona 
integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%) 

70 

  
14 

Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun 

KIPM Gorontalo (INilai) 
3,36 

 

Penetapan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) melibatkan proses 

perhitungan berdasarkan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

telah terdokumentasi. Dengan membandingkan angka target dan hasil aktual IKU, kita 

dapat menghitung indeks pencapaian IKU. Dalam perhitungan ini, perlu 

mempertimbangkan jenis polarisasi IKU yang mungkin ada, seperti maximize, 

minimize, dan stabilize. Aturan dalam menentukan indeks pencapaian IKU harus diikuti 

sesuai dengan karakteristik masing-masing polarisasi. 

1. Angka maksimum adalah 120; 

2. Angka minimum adalah 0; 

3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah 

berbeda, sebagaimana penjelasan berikut: 

a. Polarisasi Maximize 

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi 

yang lebih tinggi dari target, dengan formula: 

Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100% 

b. Polarisasi Minimize 

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi 

yang lebih kecil dari target, dengan formula: 

Indeks Capaian IKU = {(1 + (1-Realisasi/Target)} x 100% 

c. Polarisasi Stabilize 

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang 

berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target 
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4. Status index capaian IKU adalah sebagai berikut : 

  

Hijau Kuning Merah 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Strategis Stasiun KIPM Gorontalo 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Capaian Kerja 

Penilaian Pencapaian kinerja dilakukan melalui tahapan pengukuran pencapaian 

indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran capaian indikator kinerja 

dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen 

dalam organisasi kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang 

bersangkutan dibandingkan dengan indikator dan target yang telah disepakati 

sebelumnya. 

Capaian kinerja SKIPM Gorontalo pada Tahun 2025 sudah istimewa, hal ini ditandai 

dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar TW IV sebesar 

113,08 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di 

www.kinerjaku.kkp.go.id.  

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target 

yang telah ditetapkan selama Tahun 2025. 

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Gorontalo pada Tahun 2025 secara keseluruhan, 

dapat dilihat pada Tabel 2 

Gambar 3. Nilai Kerja Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2025 

http://www.kinerjaku.kkp.go.id/
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Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

TRIWULAN IV 

TARGET 
 

REALISASI 

 

% 

SK.1 Terselenggaranya 

pengendalian dan 

pengawasan mutu dan 

keamanan hasil perikanan 

secara professional dan 

partisipatif 

   

         

1 

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor 

produksi primer yang memenuhi standar mutu dan 

keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

(%) 

70 100 120 

2 

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor 

produksi pasca panen yang memenuhi standar 

mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM 

Gorontalo (%) 

70 100 120 

3 

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima 

oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM 

Gorontalo (%) 

99 100 101,01 

SK.2 Terselenggaranya 

pengendalian sistem jaminan 

mutu dan keamanan hasil 

kelautan dan perikanan yang 

konsisten sesuai standar 

 

 

4 

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen 

mutu laboratoium penguji dan lembaga inspeksi 

lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%) 

75 86,91 115,88 

 

5 

Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu 

lembaga lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun 

KIPM Gorontalo Nilai) 

75 89,75 119,67 

SK.3 Terselenggaranya 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup  UPT 

Stasiun KIPM Gorontalo 

 

6 

 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai) 

92 91,02 98,93 

7 

 

Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Lingkup UPT 

Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai) 

71,5 100 120 

8 
Presentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup UPT 

Stasiun KIPM Gorontalo (%) 
100 100 100 

9 
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun 

KIPM Gorontalo.(indeks) 
82 85,11 103,79 

10 
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM 

Gorontalo 
85 87,3 102,71 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

TRIWULAN IV 

TARGET 
 

REALISASI 

 

% 

11 

Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang 

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun 

KIPM Gorontalo (%) 

85 100 117,65 

12 

Persentase rencana umum pegadaan PBJ yang 

diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM 

Gorontalo (%) 

76 100 120 

13 
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan 

zona integritas lingkup SKIPM Gorontalo (%) 
70 75,61 108,01 

14 
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan 

lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks) 
3,36 3,53 105,06 

 

3.2 Analisa dan Evaluasi 

Evaluasi kinerja sasaran kegiatan dilakukan dengan merinci pencapaian pada 

setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian capaian ini didasarkan pada 

perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 

yang sedang berjalan. 

Sasaran Kegiatan dan Indikator Utama 

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai oleh SKIPM Gorontalo terbagi menjadi 3 kegiatan 

: 

1) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  

Sasaran Kegiatan 1. Terselengaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil 

kelautan perikanan yang terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja 

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang 

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM 

Gorontalo. 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 mengatur mekanisme 

pengendalian dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan 

dan Perikanan. Dalam rangka mendukung implementasi regulasi tersebut, BPPMHKP 

merencanakan peluncuran dua skema sertifikasi, yaitu sertifikasi mutu pada sektor 

produksi primer serta sertifikasi mutu pada tahap pasca panen. 
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Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi 

Standar Mutu dan Keamanan Pangan digunakan sebagai indikator untuk mengukur 

tingkat kepatuhan produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Indikator ini 

mencerminkan proporsi produk kelautan dan perikanan dari sektor produksi primer, 

baik perikanan budidaya yang mencakup CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB, 

maupun perikanan tangkap yang meliputi CPIB di kapal, yang telah memenuhi 

persyaratan mutu dan keamanan pangan sesuai ketentuan Otoritas Kompeten. 

Upaya untuk menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu 

dilakukan melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan 

Perikanan secara menyeluruh. Sistem ini menekankan pendekatan pencegahan dan 

pengendalian sejak tahap awal kegiatan produksi hingga proses pemasaran. 

Implementasi yang konsisten terhadap sistem tersebut menjadi faktor utama dalam 

menjamin terpenuhinya standar mutu dan keamanan pangan. 

Sektor produksi perikanan primer merupakan kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan, yang meliputi 

aktivitas penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, serta pengumpulan hasil laut 

lainnya. Seluruh kegiatan ini menjadi titik awal dalam rantai jaminan mutu produk 

perikanan. 

Pelaksanaan inspeksi, baik yang dilakukan melalui sistem perizinan berbasis OSS 

maupun pemeriksaan langsung di lapangan, menghasilkan rekomendasi perbaikan 

sebagai dasar tindak lanjut. Rekomendasi tersebut digunakan untuk mendorong 

peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang berlaku serta sebagai 

bahan evaluasi dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan 

dan perikanan. 

Pada Tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar sebesar 100% dari target 70, realisasi 

ini sesuai dengan tabel 3. 
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Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor 
Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Lingkup Stasiun KIPM 

Gorontalo 

 

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu 

dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo. 

 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

RENSTRA 2025-

2029 

2021 2022 2023 2024 TARGET REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

- - - 100 

 

70 

 

100 120 80 120 

pada tahun 2024 realisasi kinerja telah mencapai nilai 100. Capaian tersebut menjadi 

dasar dalam penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. 

Pada tahun 2025, indikator ditetapkan dengan target sebesar 70, dan realisasi kinerja 

mencapai 100, sehingga persentase realisasi terhadap target tercatat sebesar 120%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 tidak hanya 

memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara signifikan. 

Selanjutnya, dalam dokumen Renstra Tahun 2025–2029, target indikator ditetapkan 

sebesar 70 dengan proyeksi capaian sebesar 120%. Penetapan target tersebut 

mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta potensi peningkatan 

kinerja yang berkelanjutan, sehingga diharapkan indikator dapat terus dicapai secara 

optimal selama periode perencanaan strategis. 

 

IK2 Persentase hasil kealutan dan perikanan sektor produksi pasca panen 

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM 

Gorontalo. 
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Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang 

Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator untuk mengukur 

tingkat pemenuhan standar terhadap produk kelautan dan perikanan pada tahapan 

pasca panen. Indikator ini mencerminkan proporsi produk yang telah melalui proses 

sertifikasi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta dinyatakan 

memenuhi persyaratan mutu dan kriteria keamanan pangan sesuai ketentuan Otoritas 

Kompeten. 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SJMKHP) 

berfungsi sebagai mekanisme penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan 

secara menyeluruh, mulai dari tahap pra produksi hingga pemasaran. Pada sektor 

pasca panen, sistem ini diterapkan dalam rangkaian kegiatan setelah hasil perikanan 

ditangkap, yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, 

dengan tujuan meningkatkan nilai tambah, menjaga kualitas produk, serta 

memperpanjang masa simpan hasil perikanan agar aman dikonsumsi. 

Penerapan standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan 

mengacu pada ketentuan yang berlaku, antara lain Standar Nasional Indonesia (SNI), 

standar internasional Codex Alimentarius, serta standar lain yang dipersyaratkan 

dalam perdagangan domestik maupun internasional sesuai regulasi yang berlaku. 

Keberhasilan pencapaian standar mutu dan keamanan pangan pada sektor pasca 

panen dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain efektivitas penerapan 

sistem jaminan mutu dan keamanan yang mampu secara konsisten mencegah serta 

mengendalikan potensi bahaya pada setiap tahapan proses, serta pelaksanaan 

pemantauan dan pengawasan yang intensif oleh otoritas kompeten guna memastikan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang ditetapkan. 

Dalam lingkup Stasiun KIPM Gorontalo, persentase hasil kelautan dan perikanan 

sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada tahun 

2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu 100%, sehingga melampaui target 

yang telah ditetapkan sebesar 70%. 
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Tabel 4. Target dan Realisasi IK2 Persentase hasil kealutan dan perikanan sektor 

produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup 

Stasiun KIPM Gorontalo 

IK2 Persentase hasil kealutan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar 

mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo. 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

RENSTRA 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 

TARGET 

 

 

REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

100 

 

70 

 

 

 

100 

 

120 

 

80 

 
114,3 

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan 

ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo. 

Rasio penerimaan ekspor ikan dan hasil perikanan merupakan indikator kinerja 

yang menggambarkan tingkat keberterimaan produk perikanan Indonesia di negara 

tujuan ekspor. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah produk 

bersertifikat yang diterima oleh negara importir, yang tercermin dari jumlah Health 

Certificate (HC) yang diterbitkan dan diterima, terhadap total volume atau jumlah 

ekspor serta jumlah penolakan ekspor yang ditunjukkan melalui HC yang ditolak oleh 

negara tujuan. 

Keberhasilan ekspor ikan dan hasil perikanan tanpa adanya penolakan dari 

negara importir menunjukkan bahwa produk yang dikirim telah memenuhi persyaratan 

standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan. Tingginya rasio penerimaan 

ekspor menjadi bukti kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan teknis dan regulasi 

perdagangan internasional, sekaligus mencerminkan kualitas penerapan Sistem 

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan secara konsisten. 

Rasio penerimaan ekspor juga memiliki peran strategis dalam menilai kontribusi sektor 

perikanan terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung 

peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Semakin tinggi 
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rasio penerimaan ekspor, semakin besar pula kepercayaan negara mitra dagang 

terhadap mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan. 

Dalam proses ekspor, Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) berfungsi 

sebagai pernyataan resmi bahwa produk perikanan yang diekspor aman untuk 

dikonsumsi, sedangkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan 

menjadi bukti pemenuhan seluruh persyaratan teknis, administratif, serta standar 

mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. 

Pada tahun 2025, capaian rasio penerimaan ekspor ikan dan hasil perikanan 

menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi mencapai 100% dibandingkan 

target yang ditetapkan sebesar 99%. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi 

terhadap target tercatat sebesar 101,01%, yang menandakan bahwa kinerja ekspor 

tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. 

Tabel 5. Target dan Realisasi IK3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima 

oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo. 

 

IK3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM 

Gorontalo. 

 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

 

RENSTRA 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 TARGET REALISASI 

 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

- 
 

- - 100 99 100 101,01 99 100 
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2) Kegiatan Manajemen Mutu 

Sasaran Kegiatan 2. Terselengaranya pengendalian dan pengawasan system jaminan 

mutu dan keamanan hasil kelautan dan yang konsistem sesuai standar yang terdiri 

dari 1 (Satu) indikator kinerja : 

 

IK4. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium 

penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

 Laboratorium penguji dan lembaga inspeksi dituntut untuk terus meningkatkan 

tingkat penerapan sistem manajemen mutu guna menjamin kompetensi, keandalan, 

serta konsistensi hasil pengujian dan inspeksi. Penilaian terhadap penerapan sistem 

manajemen mutu dilakukan melalui evaluasi tingkat kepatuhan laboratorium dan 

lembaga inspeksi terhadap standar internasional ISO/IEC 17025 untuk laboratorium 

pengujian dan kalibrasi serta ISO/IEC 17020 untuk lembaga inspeksi. Hasil penilaian 

dinyatakan dalam bentuk persentase kesesuaian terhadap kriteria standar yang 

dipersyaratkan, di mana nilai yang tinggi mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik, 

sedangkan nilai yang rendah menunjukkan adanya kelemahan atau ketidaksesuaian 

dalam penerapan sistem. 

 Laboratorium yang memperoleh skor tinggi menunjukkan bahwa sebagian 

besar persyaratan sistem manajemen mutu telah diterapkan secara efektif atau 

mendekati pemenuhan penuh sesuai standar. Sebaliknya, skor yang rendah 

mengindikasikan perlunya perbaikan dan penguatan dalam penerapan sistem 

manajemen mutu, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun proses teknis 

yang dijalankan. 

 Standar ISO/IEC 17025 merupakan acuan internasional yang digunakan oleh 

laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk memperoleh pengakuan formal dalam 

bentuk akreditasi sebagai laboratorium yang kompeten. Penerapan standar ini menjadi 

dasar bagi saling pengakuan terhadap validitas dan keandalan data hasil pengujian, 

baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga hasil uji laboratorium dapat 

diterima oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas regulatori dan mitra 

perdagangan. 
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 Penilaian tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu 

laboratorium penguji pada laboratorium official control menjadi aspek utama dalam 

menjamin kredibilitas pengawasan dan pengendalian mutu. Ruang lingkup penilaian 

mencakup beberapa komponen utama, yaitu: 

1. Ruang Lingkup, yang memastikan kesesuaian jenis pengujian dan kegiatan 

laboratorium dengan kompetensi yang dimiliki; 

2. Acuan Normatif, yang mengatur rujukan terhadap standar, regulasi, dan 

dokumen pendukung yang berlaku; 

3. Persyaratan Umum, yang meliputi aspek ketidakberpihakan dan kerahasiaan; 

4. Persyaratan Struktural, yang berkaitan dengan organisasi, tanggung jawab, dan 

kewenangan personel; 

5. Persyaratan Sumber Daya, yang mencakup kompetensi personel, ketersediaan 

peralatan, serta fasilitas pendukung; 

6. Persyaratan Proses, yang mengatur tahapan teknis pengujian, validasi metode, 

penjaminan mutu hasil uji, serta penanganan sampel; dan 

7. Persyaratan Sistem Manajemen, yang memastikan adanya pengendalian 

dokumen, audit internal, tindakan korektif, serta peningkatan berkelanjutan. 

8. Melalui penilaian yang komprehensif terhadap seluruh aspek tersebut, 

diharapkan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi dapat meningkatkan 

konsistensi penerapan sistem manajemen mutu, memperkuat kepercayaan 

terhadap hasil pengujian dan inspeksi, serta mendukung efektivitas 

pengawasan dan pengendalian mutu secara berkelanjutan. 
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Tabel 6. Target dan Realisasi IK4  Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu 

laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

 

IK4  Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup 

Stasiun KIPM Gorontalo 

 

 

REALISASI TAHUN 2021 – 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

 

RENSTRA 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 TARGET REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

- - - 83,10 75 86,91 115,88 75 100 

 Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 75%, dengan realisasi 

capaian mencapai 86,91%. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi terhadap 

target mencapai 115,88%, yang menandakan bahwa tingkat penerapan sistem 

manajemen mutu telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan 

adanya peningkatan konsistensi penerapan standar, penguatan pengendalian mutu, 

serta efektivitas pembinaan dan pengawasan internal. 

 Selanjutnya, dalam Renstra Tahun 2025–2029, target indikator ditetapkan 

sebesar 75% dengan proyeksi capaian sebesar 118,71%. Proyeksi ini menunjukkan 

optimisme terhadap keberlanjutan peningkatan mutu sistem manajemen laboratorium 

dan lembaga inspeksi, seiring dengan upaya perbaikan berkelanjutan, pemenuhan 

kompetensi sumber daya, serta penguatan sistem audit dan evaluasi internal. 

Secara keseluruhan, capaian IK4 menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen 

mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi di lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

telah berjalan dengan baik dan berada di atas target yang ditetapkan, sehingga 

mampu mendukung keandalan hasil pengujian dan inspeksi serta meningkatkan 

kepercayaan pemangku kepentingan. 
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IK5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi 

lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

 ISO/IEC 17020 merupakan standar internasional yang menetapkan 

persyaratan bagi Lembaga Inspeksi dalam melaksanakan kegiatan inspeksi, baik yang 

bersifat teknis maupun nonteknis. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

seluruh proses inspeksi dilaksanakan secara konsisten, objektif, tidak memihak, dan 

akurat, sehingga hasil inspeksi dapat dipercaya dan diakui oleh para pemangku 

kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari hasil penilaian terhadap 

tingkat penerapan sistem manajemen mutu pada Lembaga Inspeksi, yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai rata-rata pemenuhan persyaratan standar. Nilai ini mencerminkan 

sejauh mana lembaga inspeksi telah memenuhi ketentuan sistem manajemen mutu 

yang dipersyaratkan, di mana capaian yang tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan 

yang baik, sedangkan capaian yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dan 

penguatan dalam penerapan sistem. 

Penilaian penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17020 mencakup beberapa 

aspek utama, yaitu: 

1. Persyaratan Umum, yang meliputi penerapan prinsip ketidakberpihakan, 

independensi, serta pengelolaan kerahasiaan informasi dalam pelaksanaan 

inspeksi; 

2. Persyaratan Struktural, yang mengatur struktur organisasi, pembagian tugas 

dan tanggung jawab, serta kewenangan personel untuk menjamin objektivitas 

dan akuntabilitas lembaga inspeksi; 

3. Persyaratan Sumber Daya, yang mencakup kompetensi personel inspeksi, 

ketersediaan sarana dan prasarana, serta peralatan pendukung yang memadai 

dan terpelihara; 

4. Persyaratan Proses, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan penanganan hasil inspeksi secara sistematis dan 

terdokumentasi; dan 
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5. Persyaratan Sistem Manajemen, yang memastikan adanya pengendalian 

dokumen, pengelolaan rekaman, audit internal, tindakan korektif, serta 

mekanisme peningkatan berkelanjutan. 

 Melalui penerapan dan penilaian yang komprehensif terhadap seluruh 

persyaratan tersebut, Lembaga Inspeksi diharapkan mampu meningkatkan mutu 

pelaksanaan inspeksi secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan terhadap hasil 

inspeksi, serta mendukung efektivitas pengawasan dan pengendalian mutu secara 

menyeluruh. 

Tabel 7. Target dan Realisasi IK4  Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu 

lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

 

IK4  Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

 

REALISASI TAHUN 2021 – 2024 TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 RENSTRA 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 TARGET REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

 

TARGET 

 

 

% 

- - - - 75 86,91 115,88 75 100 

 Penilaian indikator ini mengacu pada standar ISO/IEC 17020, yang menilai 

konsistensi, objektivitas, serta keandalan pelaksanaan kegiatan inspeksi sesuai 

ketentuan yang berlaku, berdasarkan data realisasi kinerja, pada periode tahun 2021 

sampai dengan 2024 indikator belum memiliki data realisasi, sehingga penilaian kinerja 

secara kuantitatif baru mulai dilakukan pada tahun 2025. Kondisi ini disebabkan oleh 

belum dilaksanakannya penilaian terstruktur terhadap penerapan sistem manajemen 

mutu lembaga inspeksi pada tahun-tahun sebelumnya. 

 Pada tahun 2025, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu 

ditetapkan sebesar 75%. Hasil penilaian menunjukkan realisasi capaian sebesar 

86,91%, sehingga persentase realisasi terhadap target mencapai 115,88%. Capaian 
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ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi telah 

berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan, khususnya dalam 

pemenuhan persyaratan utama ISO/IEC 17020. 

 Selanjutnya, dalam Renstra Tahun 2025–2029, target indikator tetap 

ditetapkan sebesar 75% dengan proyeksi capaian sebesar 118,71%. Proyeksi ini 

mencerminkan komitmen Stasiun KIPM Gorontalo untuk menjaga konsistensi dan 

meningkatkan kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi melalui 

perbaikan berkelanjutan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta 

peningkatan efektivitas pengendalian internal. 

 Secara keseluruhan, capaian IK4 menunjukkan bahwa penerapan sistem 

manajemen mutu lembaga inspeksi di lingkup Stasiun KIPM Gorontalo telah berada 

pada kategori baik dan memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kredibilitas hasil 

inspeksi serta kepercayaan pemangku kepentingan. 

3) Dukungan manajemen internal lingkup BKIM 

Sasaran Kegiatan 3. Terselengaranya tata kelola pemerintahan yang baik yang terdiri   

dari 9 (Sembilan) indikator kinerja : 

 

IK6. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA limgkup UPT Stasiun 

KIPM Gorontalo 

 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang 

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran 

belanja pada Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat ukur 

komprehensif yang mencerminkan sejauh mana pelaksanaan anggaran telah selaras 

dengan perencanaan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Penilaian IKPA mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan 

anggaran, antara lain kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran, ketepatan 

waktu pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta akurasi dan 

kelengkapan administrasi keuangan. Melalui indikator ini, satuan kerja dapat 

mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran secara objektif dan terukur, sekaligus 

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 
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 Pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan memanfaatkan 

aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) 

sebagai sarana pemantauan dan pelaporan. Penggunaan OMSPAN, yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018, 

memungkinkan satuan kerja untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan 

anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan rencana dan 

regulasi yang telah ditetapkan. 

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA tidak hanya berfungsi sebagai alat 

pengendalian, tetapi juga sebagai dasar dalam mendorong perbaikan berkelanjutan 

(continuous improvement) dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan capaian IKPA 

yang baik, satuan kerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja, 

mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, serta mendukung pencapaian tujuan 

program dan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. 

 

 

Gambar 4. Data Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 

 Berdasarkan hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai 

dengan bulan Desember, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan Kelas I Gorontalo memperoleh nilai akhir sebesar 91,02. Capaian 

tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 92, meskipun secara umum 

kinerja pelaksanaan anggaran berada pada kategori sangat baik. 

 Ketidaktercapaian target IKPA tersebut terutama disebabkan oleh beberapa 

faktor. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, masih terdapat deviasi pada 
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Halaman III DIPA yang berdampak pada penurunan nilai perencanaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penjadwalan kegiatan dan penyerapan anggaran belum 

sepenuhnya selaras dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. 

Selain itu, pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, nilai belanja kontraktual masih 

relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterlambatan dalam proses pengadaan 

dan pelaksanaan kontrak, serta adanya penyesuaian jadwal kegiatan yang 

menyebabkan sebagian belanja kontraktual tidak dapat direalisasikan secara optimal 

sesuai dengan rencana. 

 Meskipun demikian, pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, satuan 

kerja telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian output sebesar 100 

persen, yang menandakan bahwa seluruh target output kegiatan telah tercapai sesuai 

dengan indikator kinerja yang ditetapkan. 

 Sebagai upaya perbaikan ke depan, satuan kerja akan melakukan langkah-

langkah strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, khususnya dalam penyusunan 

dan penyesuaian Halaman III DIPA agar lebih realistis dan selaras dengan 

jadwal pelaksanaan kegiatan. 

2. Mempercepat proses pengadaan dan belanja kontraktual melalui perencanaan 

pengadaan yang lebih matang sejak awal tahun anggaran, serta penguatan 

koordinasi antarunit terkait. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, 

sehingga potensi deviasi dan keterlambatan dapat diidentifikasi dan 

ditindaklanjuti lebih dini. 

4. Memperkuat pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran guna 

memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan dan target 

kinerja yang telah ditetapkan. 

 Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan kualitas perencanaan 

dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan, sehingga target 

IKPA dapat tercapai atau melampaui nilai yang ditetapkan. 
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Tabel 8. Target dan Realisasi IK9 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA limgkup 

UPT Stasiun KIPM Gorontalo 

 

IK9 Indikator kinerja pelaksanaan Anggaran IKPA limgkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo 

 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

 

RENSTRA 2020-2025 

2021 2022 2023 2024 

 

 

TARGET 

 

 

REALISASI 

 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

82 85 89 96,62 93,75 96,62 103,06 92,2 100,2 

 

IK7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

 Nilai kinerja anggaran merupakan hasil dari proses penilaian capaian kinerja 

setiap indikator melalui perbandingan antara data realisasi dan target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang optimal antara 

sistem pemantauan dan evaluasi berbasis web seperti MONEV/SMART Kementerian 

Keuangan dengan penerapan aplikasi SAKTI. Keselarasan pemahaman dan 

pelaksanaan di antara seluruh pengguna aplikasi SAKTI menjadi faktor penting agar 

data yang dihasilkan akurat serta sesuai dengan target dan jadwal yang telah 

direncanakan. 

 Upaya peningkatan nilai kinerja anggaran menuntut adanya integrasi yang 

efektif antar sistem dan aplikasi, serta koordinasi yang baik di antara seluruh pihak 

terkait. Melalui perbandingan realisasi terhadap target, pelaksanaan pengendalian 

secara berkala, serta dukungan sosialisasi dan pelatihan yang memadai, capaian 

realisasi anggaran diharapkan dapat sesuai dengan perencanaan. Hal ini pada akhirnya 

akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. 
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Gambar 5. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 Stasiun KIPM Gorontalo (Sumber : Aplikasi Smart 
Kemenkeu) 

 Pencapaian realisasi kinerja anggaran sebesar 120% merupakan hasil dari 

sinergi beberapa faktor, termasuk integrasi sistem yang efektif, monitoring dan kontrol 

yang rutin, sosialisasi dan pelatihan yang memadai, serta dukungan kepemimpinan 

yang kuat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, 

instansi pemerintah dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam pengelolaan anggaran 

publik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkahnya. 

Realisasi indikator pada tahun 2025 ini mencapai 120 % atau nilai realisasi 100 dari 

nilai target 71 sebagaimana tabel di bawah ini. 
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Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

 

IK7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 RENSTRA 2020-2025 

2021 2022 2023 2024 TARGET REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

- - - 100 71,5 100 120 82,5 115,4 

 Indikator Kinerja IK7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja dalam melaksanakan perencanaan 

anggaran secara efektif dan selaras dengan target yang telah ditetapkan. 

 Pada tahun 2025, ditetapkan target sebesar 71,5, sedangkan realisasi 

mencapai 100. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap target mencapai 120 

persen, yang berarti capaian kinerja perencanaan anggaran telah melampaui target 

yang ditetapkan. 

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2025, target IK7 

ditetapkan sebesar 71,5 persen. Realisasi kinerja yang mencapai 120 persen 

menunjukkan bahwa satuan kerja tidak hanya memenuhi target Renstra, tetapi juga 

mampu melampauinya secara signifikan. 

 Secara keseluruhan, capaian IK7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada 

tahun 2025 mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan 

dengan sangat baik, serta menunjukkan komitmen satuan kerja dalam meningkatkan 

kualitas perencanaan yang berdampak positif terhadap pelaksanaan dan pengendalian 

anggaran.  
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IK8. Penyelesaian temuan BPK ingkup SKIPM Gorontalo 

 Nilai temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan hasil penilaian 

profesional auditor terhadap tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan. 

Penilaian tersebut didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi (adequate 

disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas 

Sistem Pengendalian Intern. 

Nilai temuan yang disajikan dalam LHP BPK memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai kualitas dan kewajaran laporan keuangan yang disusun. Dengan mengacu 

pada keempat kriteria tersebut, LHP BPK berperan sebagai instrumen strategis dalam 

mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Pemenuhan terhadap seluruh kriteria ini mencerminkan praktik pengelolaan keuangan 

yang baik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan para pemangku 

kepentingan terhadap integritas laporan keuangan. 

 Pada tahun 2025, realisasi indikator mencapai 100 dari target 100, sehingga 

tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100 persen, sebagaimana tercantum dalam 

Tabel 11. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas 

sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

yang tercermin pada penyajian laporan keuangan yang semakin andal, akurat, dan 

transparan. Selain itu, hal ini menegaskan komitmen BPPMHKP dalam memperkuat 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik secara berkelanjutan. 

  



 

34 
 

LKj Stasiun KIPM Gorontalo 

TAHUN 2025 

 

Tabel 10. Target dan Realisasi IK8 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM    

Gorontalo 

 

IK8 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM    Gorontalo 

 

REALISASI TAHUN 2021 – 2024 TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 RENSTRA 2020-2025 

2021 2022 2022 2023 TARGET REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

IK9. Indeks Profesionalitas ASN 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan instrumen 

strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Indikator ini dirancang untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN, baik 

secara individual maupun kolektif, dalam suatu organisasi pemerintahan. Melalui 

pengukuran IP ASN, dapat dievaluasi sejauh mana ASN mampu melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan 

profesionalitas ASN diharapkan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang 

optimal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga 

pembinaan dan pengembangan ASN secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat 

penting. 

Profesionalisme pegawai dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan dan batasan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Dalam 

kerangka sistem merit, profesionalisme ASN mencakup persyaratan kompetensi yang 

meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman; kualifikasi berupa pendidikan 

dan pelatihan; kinerja yang diukur melalui target dan capaian; kompensasi yang 
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mempertimbangkan kebutuhan serta kesetaraan eksternal; serta disiplin kerja. 

Berdasarkan prinsip tersebut, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun atas 

empat indikator utama, yaitu kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan 

rumus perhitungan indeks profesionalitas sebagai berikut: 

IdxPro = Koef(1–gaps) + Koef(Kj) + Koef(1–δS1) + Koef(1–inDiscpl). 

Keterangan: gaps merupakan persentase ASN yang belum memenuhi kompetensi; Kj 

adalah nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); δS1 menunjukkan selisih rata-rata gaji 

dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang setara dalam persentase; dan inDiscpl 

adalah jumlah pelanggaran disiplin. 

Dalam praktiknya, meskipun kerangka konseptual pengukuran IP ASN telah disusun 

dengan baik, masih terdapat kendala berupa keterbatasan ketersediaan data. 

Ketidaktersediaan data dapat bersifat permanen, seperti data yang belum dihimpun 

secara menyeluruh atau tidak tersedia secara tahunan, maupun bersifat temporal 

akibat waktu pengambilan data yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengukuran. 

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dapat digunakan data proksi dengan 

memperhatikan kesesuaian dan keterkaitan data dengan output yang diharapkan. 

Meskipun penggunaan data proksi berpotensi menimbulkan deviasi dan menurunkan 

tingkat validitas, penyimpangan tersebut dapat diperkirakan sehingga hasil 

pengukuran tetap dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengukuran IP ASN merupakan langkah penting dalam menilai kualitas ASN sekaligus 

mendorong peningkatan kinerja aparatur. Namun, ketidaklengkapan data secara 

parsial menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, karena dapat 

menyebabkan indeks komposit yang dihasilkan kurang reliabel dan tidak sepenuhnya 

mencerminkan tingkat profesionalitas ASN. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

perbaikan dalam pengelolaan dan pemenuhan data agar pengukuran IP ASN dapat 

dilakukan secara efektif, akurat, dan relevan. 

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam perhitungan Indeks Profesionalitas 

ASN berasal dari sistem dan basis data yang telah tervalidasi, antara lain Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), data 

pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta 

data hukuman disiplin pegawai. 
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Gambar 6. Indeks Profesionalitas ASN Stasin KIPM Gorontalo Tahun 2025 ( Sumber : 
http://ropeg.kkp.go.id) 

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap 

mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja 

data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak 

sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan 

demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai 

dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi 

nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah 

tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan 

perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur 

tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang 

sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. 

Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukut tingkat 

kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana 

seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin 

rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang 

dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Tahun 2025  capaian realisasi sebesar 

105,31 % dengan realisasi 88,46 dari target 84 

Analisis capaian realisasi peningkatan integritas ASN pada tahun 2025 

menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa 

faktor berupa kombinasi strategi dan program yang efektif, peningkatan sistem 

pengawasan, dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, serta penggunaan data 

dan analisis yang efektif. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-



 

37 
 

LKj Stasiun KIPM Gorontalo 

TAHUN 2025 

faktor yang paling berkontribusi pada keberhasilan ini dan untuk memastikan 

keberlanjutannya di masa mendatang. 

Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 Indeks Profesionalitas ASN 

 

IK9 Indeks Profesionalitas ASN 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 RENSTRA 2025-2029 

2020 2021 2022 2023 

 

TARGET 

 

REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

73 83 88,46 87,08 82 85,11 103,79 84 102,4 

 

IK10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPANRB) merekomendasikan agar kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terus 

ditingkatkan sehingga mampu mencerminkan kinerja unit kerja secara lebih akurat. 

Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya tindak lanjut atas hasil evaluasi serta 

pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan berkelanjutan, 

khususnya pada aspek perencanaan kinerja, manajemen kinerja, dan pencapaian 

kinerja unit kerja. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan kerangka 

manajemen kinerja di sektor publik yang selaras dengan agenda reformasi birokrasi. 

Penerapan SAKIP bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah serta 

mendorong pencapaian outcome yang optimal. Dalam rangka memperkuat 

akuntabilitas kinerja tersebut, dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) sebagai instrumen penilaian atas implementasi SAKIP. 

Evaluasi SAKIP tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang 
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mencakup penilaian terhadap rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 

kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta pelaksanaan reviu dan 

evaluasi kinerja. Pada tahun 2025, realisasi nilai evaluasi SAKIP mencapai 82,60 dari 

target 82, atau sebesar 100,73 persen. 

Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan pelaksanaan evaluasi SAKIP yang 

didukung oleh berbagai faktor, antara lain kejelasan kebijakan yang diterapkan, 

komitmen dan dukungan pimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

pengelolaan data kinerja yang efektif, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai bahan 

umpan balik dalam perbaikan kinerja. Dengan terus memperkuat faktor-faktor 

tersebut, instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja 

secara berkelanjutan serta menghasilkan pengelolaan kinerja publik yang lebih efektif 

dan berorientasi pada hasil. 

Tabel 12. Target dan Realisasi Target dan Realisasi IK10  Nilai Penilaian Mandiri SAKIP 

lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

 

IK10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo 

 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 RENSTRA 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 

 

TARGET 

 

REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET 

 

% 

REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

85 85 93,93 82,60 85 87,3 102,71 86,8 102,1 
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IK11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan 

untuk perbaikan kinerja 

Pemantauan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran data, 

menilai kecukupan serta keabsahan bukti penyelesaian temuan—seperti penerapan 

sanksi dan pengembalian kerugian negara—serta menetapkan status penyelesaian 

temuan, yaitu tuntas, dalam proses, atau belum ditindaklanjuti. Kecepatan dan 

ketepatan penyelesaian tindak lanjut menjadi aspek yang sangat penting guna 

meminimalkan risiko permasalahan hukum di kemudian hari. 

Secara lebih rinci, kegiatan pemantauan tindak lanjut bertujuan untuk: (1) 

melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP 

dengan satuan kerja di lingkup unit utama; (2) menilai kecukupan dan validitas bukti 

tindak lanjut yang disampaikan, antara lain berupa surat teguran atau sanksi, bukti 

penyetoran ke kas negara, dan dokumen pendukung lainnya; serta (3) menetapkan 

status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP berdasarkan bukti yang telah 

disampaikan.Kepatuhan dan kepedulian terhadap tindak lanjut temuan memiliki peran 

yang sangat krusial, mengingat keterlambatan penyelesaian berpotensi meningkatkan 

risiko penanganan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

Sistem Pengendalian Intern pada setiap satuan kerja sebagai lapis pertama dan kedua 

dalam kerangka Three Lines of Defense, sehingga temuan dapat dicegah agar tidak 

berulang serta proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. 

 

Gambar 7. SIDAK Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025 
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Tabel 13. Target dan Realisasi IK11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 

dimanfaatkanuntuk perbaikan kinerja 

 

IK11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkanuntuk perbaikan kinerja 

 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

 

RENSTRA 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 

 

TARGET 

 

REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

 

TARGET 

 

 

% 

100 100 100 100 80 100 120 89 111,25 

Keberhasilan SKIPM Gorontalo dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan Itjen 

KKP dengan realisasi 100% (melebihi target 75% atau 120% dari target) menunjukkan 

kinerja yang sangat baik. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap 

keberhasilan ini antara lain: komitmen dan kepemimpinan SKIPM Gorontalo 

memberikan prioritas tinggi pada penyelesaian temuan Itjen KKP dan merespoe 

temuan itjen secara proaktif dan cepat degan mengambil Langkah korektif dan 

preventif untuk mengatasi akar permasalahan yang ditemukan. 

 

IK12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada 

SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo 

Tingkat kepatuhan Unit Eselon I dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diukur 

berdasarkan empat aspek utama, yaitu pengunggahan rencana umum pengadaan ke 

dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pemanfaatan 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) khususnya untuk belanja modal, 

penyampaian laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, serta kesesuaian 

tahapan pelaksanaan pengadaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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Pengukuran tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui 

penilaian atas beberapa unsur dengan bobot tertentu, yaitu: rencana umum 

pengadaan yang telah diunggah ke aplikasi SIRUP sebesar 20 persen, persentase 

pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 30 persen, 

penyampaian laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebesar 20 persen, 

serta kesesuaian tahapan pelaksanaan pengadaan sebesar 30 persen. 

Keberhasilan pencapaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa tersebut didukung 

oleh beberapa faktor kunci. Komitmen pimpinan Unit Eselon I dalam memberikan 

prioritas tinggi terhadap kepatuhan pengadaan barang/jasa menjadi faktor utama 

yang mendorong pelaksanaan pengadaan secara tertib, transparan, dan akuntabel. 

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SPSE dan SIRUP turut berperan dalam 

meningkatkan transparansi proses pengadaan, efisiensi pelaksanaan, serta 

akuntabilitas pengelolaan anggaran. 

Ke depan, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui 

penguatan perencanaan pengadaan sejak awal tahun anggaran, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan, serta penguatan pengendalian 

internal. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Unit 

Eselon I dapat terus mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan 

berkelanjutan. 

Tabel 14. Target dan Realisasi IK12 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang 

diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo 

IK12 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun 

KIPM Gorontalo 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

 

RENSTRA 2020-2025 

2021 2022 2023 2024 TARGET REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

 

TARGET 
% 

- - - 84,34 76 100 120 80 105,3 
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Pada tahun 2024, capaian realisasi tercatat sebesar 84,34 persen, yang 

menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepatuhan pengumuman RUP 

pada aplikasi SIRUP. 

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 76 persen, sedangkan realisasi 

mencapai 100 persen. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap target 

mencapai 120 persen, yang berarti capaian kinerja telah melampaui target yang 

ditetapkan. 

Secara keseluruhan, capaian IK12 pada tahun 2025 mencerminkan komitmen 

UPT Stasiun KIPM Gorontalo dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengadaan barang/jasa melalui pengumuman RUP secara penuh dan tepat waktu 

pada aplikasi SIRUP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan 

guna mendukung pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

IK13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup 

SKIPM Gorontalo 

Penilaian pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) dilaksanakan untuk mengukur tingkat komitmen dan 

efektivitas implementasi pembangunan integritas, dengan fokus utama pada 

penerapan Sistem Anti Korupsi. Pelaksanaan penilaian ini mengacu pada Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan 

Integritas di Lingkungan KKP, yang menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. 

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh berdasarkan hasil penilaian 

yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap komponen-komponen utama 

Sistem Anti Korupsi. Penilaian tersebut mencerminkan tingkat kesiapan, implementasi, 

serta keberlanjutan kebijakan dan mekanisme pengendalian integritas yang diterapkan 

pada masing-masing unit kerja. 

Adapun komponen penilaian pembangunan integritas Unit Eselon I terdiri atas 

enam unsur utama dengan bobot penilaian sebagai berikut: 
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1. Pembangunan Zona Integritas, dengan bobot 30 persen, yang menilai komitmen 

unit kerja dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi 

bersih dan melayani. 

2. Program Pengendalian Gratifikasi, dengan bobot 15 persen, yang mengukur 

efektivitas kebijakan, sosialisasi, dan pelaporan gratifikasi. 

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS), dengan 

bobot 15 persen, yang menilai ketersediaan mekanisme, responsivitas, dan tindak 

lanjut pengaduan. 

4. Penanganan Benturan Kepentingan, dengan bobot 15 persen, yang mencakup 

pengaturan, pencegahan, serta pengendalian potensi konflik kepentingan dalam 

pelaksanaan tugas. 

5. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN), dengan bobot 15 persen, yang mengukur 

tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan harta kekayaan aparatur. 

6. Pengendalian Kecurangan (Fraud Control), dengan bobot 10 persen, yang menilai 

upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan 

kegiatan organisasi. 

 

Secara lebih rinci, indikator dan kriteria penilaian pembangunan integritas Unit 

Eselon I dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan 

oleh Inspektorat Jenderal. LKE tersebut menjadi instrumen utama dalam memastikan 

penilaian dilakukan secara objektif, terukur, dan konsisten, serta menjadi dasar dalam 

penyusunan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. 

Melalui pelaksanaan penilaian pembangunan integritas ini, diharapkan Unit 

Eselon I dapat terus meningkatkan kualitas penerapan Sistem Anti Korupsi, 

memperkuat budaya integritas, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

  



 

44 
 

LKj Stasiun KIPM Gorontalo 

TAHUN 2025 

Tabel 15. Target dan Realisasi Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona 

integritas lingkup SKIPM Gorontalo (%) 

 

IK13 Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Gorontalo (%) 

 

 

 

REALISASI TAHUN 2021 – 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

 

RENSTRA 2020-2025 

2021 2022 2023 2024 TARGET REALISASI 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

TARGET % 

- - - - 70 75,61 108,01 70 100 

 

IK14. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public SKIPM 

Metode pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Stasiun 

KIPM Gorontalo ditetapkan berdasarkan jenis permohonan layanan jasa maupun 

layanan publik yang diterima oleh pengguna layanan. Setiap responden atau 

pelanggan yang telah memperoleh layanan akan diberikan barcode atau tautan (link) 

untuk mengisi kuesioner SKM secara daring melalui aplikasi Si Susan KKP, yang dapat 

diakses pada alamat https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/59.  

Pengumpulan data SKM ini dikategorikan sebagai survei daring (online) atau 

survei berbasis web, di mana responden mengisi kuesioner secara mandiri melalui 

platform digital. Metode ini dipilih untuk meningkatkan kemudahan akses, efisiensi 

waktu, serta akurasi pengolahan data, sekaligus mendukung prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Kuesioner SKM yang digunakan memuat sembilan unsur pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan survei 

kepuasan masyarakat. Unsur-unsur tersebut meliputi: persyaratan pelayanan, sistem 

dan prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, spesifikasi produk layanan, 

kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/59
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prasarana pelayanan. Setiap unsur dinilai oleh responden berdasarkan pengalaman 

langsung dalam menerima layanan. 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui perhitungan rata-rata 

skor total dari seluruh kuesioner yang diisi oleh masyarakat pengguna layanan pada 

UPT BPPMHKP. Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi 

kualitas pelayanan, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta penyusunan 

langkah-langkah peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan. 

Melalui penerapan metode survei berbasis web ini, Stasiun KIPM Gorontalo 

diharapkan dapat memperoleh data kepuasan masyarakat yang objektif, akurat, dan 

representatif, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

 

Gambar 8. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 

 Analisis Keberhasilan dalam Survei Kepuasan Masyarakat Stasiun KIPM 

Gorontalo tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor berupa penerapan metode 

pengumpulan data online melalui aplikasi Si Susan KKP yang telah memberikan 

efisiensi dan jangkauan yang luas dan kuesioner yang komprehensif mencakup 9 aspek 

sehingga dapat membnenrikan gambaran menyeluruh terhadap kepuasan Masyarakat. 
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Tabel 16. Target dan Realisasi IK14 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layan 

public SKIPM Gorontalo 

 

IK14 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layan public SKIPM     Gorontalo 

 

 

REALISASI TAHUN 2021 - 2024 

 

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 

 

RENSTRA 2020-

2025 

2021 2022 2023 2024 

 

 

TARGET 

 

 

REALISASI 

 

% REALISASI 

TERHADAP 

TARGET 

 

 

TARGET 

 

 

% 

- - - 3,59 3,36 3,53 105,06 3,92 116,7 

 

Pada tahun 2025, ditetapkan target nilai SKM sebesar 3,36, sementara realisasi 

yang dicapai sebesar 3,53. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap target 

mencapai 105,06 persen, yang berarti capaian kinerja telah melampaui target yang 

ditetapkan. 

Secara keseluruhan, capaian IK14 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan publik di Stasiun KIPM Gorontalo berada pada kategori sangat baik. 

Hasil survei ini menjadi dasar penting bagi satuan kerja dalam melakukan evaluasi dan 

perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan responsivitas, 

profesionalisme petugas layanan, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

publik. 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

Alokasi anggaran SKIPM Gorontalo pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah 

sebesar Rp. 3.772.967.000 dan mengalami revisi efisiensi anggaran menjadi Rp. 

3.654.892.000 dan terdapat anggaran blokir sebagai kebijakan efisiensi penghematan 

anggaran sebesar   Rp. 159.822.000 dengan Realisasi penyerapan anggaran SKIPM 
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Gorontalo pada dengan tahun 2025 mencapai 3.448.883.303 atau sebesar 94,36% 

dan sebesar  98,68% dari pagu efektif.  

Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo T.A 2025 berdasarkan jenis 

kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 18. 

Tabel 17. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Tahun 2025 

NO KODE KEGIATAN 

ALOKASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

% 

1 3987 

Dukungan 

Manajemen Internal 

lingkup BPPMHKP 

3.320.903.000 3.248.964.803 
 

97,83 

2 3989 Pengendalian Mutu 158.300,000 48.230.000 30,47 

3 7010 Manajemen Mutu 175.689.000 151.688.500 86,34 

  TOTAL 3.654.892.000 3.448.883.303 94,36 

  



 

48 
 

LKj Stasiun KIPM Gorontalo 

TAHUN 2025 

BAB IV 

PENUTUP 

4.3 KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Gorontalo disusun berdarkan pada 

pengukuran kinerja, evaluasi serta pengukuran (disclosure) secara memadai 

terhadapp hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja bertujuan memberikan 

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas meningkatkan kinerja. 

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja selama periode pelaporan, 

dapat disimpulkan bahwa Stasiun KIPM Gorontalo secara umum telah menunjukkan 

kinerja yang baik hingga sangat baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, 

baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, tata kelola pemerintahan, 

maupun kualitas pelayanan publik. 

Secara keseluruhan, capaian kinerja Stasiun KIPM Gorontalo telah menunjukkan 

keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil, serta mendukung 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depan, satuan kerja perlu terus 

melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kualitas 

perencanaan anggaran, optimalisasi belanja kontraktual, dan penguatan integrasi data 

kinerja, agar capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara 

berkelanjutan. 

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM 

Gorontalo atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode pelaporan, sekaligus 

sebagai instrumen evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara 

berkelanjutan. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan 

kegiatan, serta tingkat akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang telah 

dilaksanakan. Harapannya Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, 

dan dasar pengambilan kebijakan bagi peningkatan kinerja Stasiun KIPM Gorontalo 

pada periode selanjutnya. 

4.2 REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Stasiun KIPM Gorontalo pada 



 

49 
 

LKj Stasiun KIPM Gorontalo 

TAHUN 2025 

periode pelaporan menunjukkan capaian yang sangat baik. Sebagian besar indikator 

kinerja utama berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, antara lain pada aspek 

perencanaan anggaran, kepatuhan pengadaan barang/jasa, pembangunan integritas, 

evaluasi SAKIP, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Capaian ini 

mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang 

baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memperkuat sistem pengendalian 

internal secara berkelanjutan. 

Ke depan, capaian positif tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui 

penguatan tindak lanjut hasil evaluasi, optimalisasi pemanfaatan data kinerja, serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

Dengan menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, 

Stasiun KIPM Gorontalo diharapkan mampu menjaga konsistensi kinerja, 

meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan berkontribusi secara optimal 

dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Lampiran 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025 
 

 
 

  



 

 

Lampiran 2. Profil Pegawai Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025 
 

NO JABATAN PANGKAT JUMLAH PEGAWAI 

1 KEPALA UPT IV A 1 

2 KEPALA URUSAN UMUM III B 1 

3 INSPEKTUR MUTU AHLI MUDA III D 2 

4 INSPEKTUR AHLI PERTAMA IIIb 2 

5 ARSIPARIS MAHIR IIIc 1 

6 BENDAHARA III A 1 

7 PENGELOLA PERSURATAN II D 1 

8 PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN IIIb 1 

9 PENGELOLA KEPEGAWAIAN IIIb 1 

15 PENATA LAYANAN OPERASIONAL IX 2 

16 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL v 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

Lampiran 3. Penghargaan Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025 
 



 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 
 

 

Lampiran 4. Sertifikat CPIB kapal yang Diterbitkan Tahun 2025 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 Lampiran 5. Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2025 
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Lampiran 5. Data Surat Keterangan Hasil Surveilen (SKHS) Tahun 2025 

 
 



 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


